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SURAT EDARAN
NOMOR SE- 2Z /BC/2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEHUMASAN DAN PENYULUHAN

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Umum

Pedoman penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan di Iingkungén Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai disusun dalam rangka :

1.

Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan penyuluhan antara unit kerja
kehumasan dan penyuluhan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Membentuk saluran komunikasi antara unit kerja kehumasan dan penyuluhan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (awareness), membangun kepercayaan masyarakat kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (aftifude and opinion), dan mendorong tingkat
kepatuhan stakeholder Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (behavior).

Maksud dan Tujuan
1.

Maksud

Memberikan panduan yang jelas dan seragam dalam pelaksanaan kegiatan
kehumasan dan penyuluhan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tujuan

a. Mengatur jenis dan bentuk kegiatan kehumasan dan penyuluhan di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b. Mengatur kewenangan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



c. Mengatur keselarasan dan sinergisme dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan
dan penyuluhan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

d. Mengatur mekanisme dan format pelaporan kegiatan kehumasan dan penyuluhan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ruang Lingkup

1.

Subjek Surat Edaran ini meliputi Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola kehumasan,
penyuluhan, dan layanan informasi.

2. Objek Surat Edaran ini meliputi pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan-
Cukai, para pemangku kepentingan (stakeholder) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dan masyarakat umum.

3. Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan di dalam Surat Edaran ini meliputi kegiatan
kehumasan, penyuluhan, layanan informasi, publikasi, dan dokumentasi.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pokok Pengaturan

1.

Ketentuan Umum

a. Kegiatan Kehumasan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan
direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan
memelihara niat baik, saling pengertian, dan hubungan yang harmonis antara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pejabat dan pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, para pemangku kepentingan (stakeholder) Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, serta masyarakat umum, guna meningkatkan citra dan
reputasi positif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Kegiatan Penyuluhan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara
terencana untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang
disampaikan oleh Subjek Penyuluh kepada Objek Penyuluh melalui komunikasi
tatap muka. Objek Penyuluh dapat berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang meliputi pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan/atau dari eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi
para pemangku kepentingan (stakeholder) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dan/atau masyarakat umum.

c. Kegiatan Layanan Informasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk
memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang disampaikan oleh
pejabat dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pemohon
informasi yang meliputi para pemangku kepentingan (stakeholder) Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan/atau masyarakat umum yang didasarkan pada
permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Kegiatan Layanan
Informasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau secara tidak
langsung melalui media komunikasi seperti surat, telepon, faksimili, email, atau
media lainnya.

d. Kegiatan Publikasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk
memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang disampaikan oleh



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada para pemangku kepentingan
(stakeholder) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau masyarakat umum
melalui :

1) media massa yang meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah, dan
media cetak lainnya); media elektronik (televisi dan radio); media online
(internet); dan media sosial (situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan
media sosial lainnya);

2) media luar ruang, misalnya billboard, baliho, banner, spanduk, dan lain-lain;

3) media dalam ruang, misalnya perpustakaan dan museum; dan/atau

4) media lainnya seperti brosur, leaflet, dan lain-lain.

Kegiatan Dokumentasi adalah segala bentuk kegiatan peliputan dan
penatausahaan hasil liputan baik berupa foto (foto cetak atau soft file), video,
maupun bentuk lainnya.

Laporan adalah segala bentuk penyampaian informasi dan data mengenai
rencana kegiatan kehumasan dan penyuluhan yang akan dilaksanakan dan/atau
realisasi kegiatan kehumasan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh unit
kerja kehumasan dan penyuluhan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

2. Jenis dan Bentuk Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan

a.

Kegiatan Kehumasan, meliputi :

1) Jumpa Pers (Press Conference);

2) Siaran Pers (Press Release);

3) Diskusi dengan pemangku kepentingan Coffee Morning);
4) Pertemuan dengan Pers (Press Gathering);
5) Kunjungan Bersama Pers (Press Tour);

6) Kunjungan Medig;

7) Analisis Berita Harian;

8) Diskusi Terbatas;

9) Sarasehan;

10) Dialog interaktif/talkshow di televisi/radio;
11) Kegiatan kehumasan lainnya.

Kegiatan Penyuluhan, meliputi :

1) Sosialisasi peraturan di bidang kepabeanan dan cukai;
2) Internalisasi peraturan di bidang kepabeanan dan cukai;
3) Edukasi dan komunikasi publik, yang dapat berupa :

a) Sosialisasi ke masyarakat akademik (Customs Goes to Campus/School);

b) Sosialisasi ke masyarakat umum (Customs on the Street),
c) Pameran;
d) Kunjungan atau studi banding dari para pemangku kepentingan

(stakeholder);
e) Kegiatan edukasi dan komunikasi publik lainnya;
4) Kegiatan penyuluhan lainnya.

Kegiatan Layanan Informasi, meliputi :

1) Layanan Customs Communication Center (call center dan sms gateway);
2) Layanan information desk;

3) Layanan informasi keliling;

4) Kegiatan layanan informasi lainnya.



d. Kegiatan Publikasi, meliputi :

1) Pengelolaan majalah Bea dan Cukai;

2) Pengelolaan media cetak internal lainnya (misalnya bulletin, dan lain-lain);
3) Pengelolaan website,

4) lklan media cetak/online/radio;

8) Film iklan/layanan masyarakat (Public Service Announcement/PSA);
6) Film layar lebar;

7) Film serial televisi,

8) Publikasi luar ruang (billboard, baliho, banner, spanduk, dan lain-lain);
9) Pengelolaan perpustakaan;

10) Pengelolaan museum;

11) Kegiatan publikasi lainnya.

e. Kegiatan Dokumentasi, meliputi :

1) Peliputan kegiatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk foto
dan/atau video; -

2) Kolase foto;

3) Database foto;

4) Database video;

5) Kegiatan dokumentasi lainnya.

Wewenang Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan

Kewenangan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan diatur untuk
masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai
berikut :

a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1) Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Direktur Jenderal, Pejabat Eselon Il di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan
Penyuluhan, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

2) Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan
Penyuluhan.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1) Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Umum, dan/atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

2) Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum.

¢c. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

1) Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan
Layanan Informasi, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Utama.

2) Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan
Informasi.



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe
Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B

1)

2)

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kepala Seksi Penyuluhan dan
Layanan Informasi, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

1)

2)

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kepala Seksi Kepatuhan Internal
dan Penyuluhan, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama

1)

2)

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Kepala Subseksi Kepatuhan
Internal dan Penyuluhan, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan.

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

1)

2)

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Balai Pengujian dan ldentifikasi Barang, Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Balai
Pengujian dan Identifikasi Barang.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

1)

2)

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan oleh
Kepala Pangkalan Sarana Operasi, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan
Internal, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Pangkalan Sarana
Operasi.

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan dilakukan
dan dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Keselarasan dan Sinergisme Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan dan
Penyuluhan

a.

Ruang lingkup kegiatan kehumasan dan penyuluhan yang berkaitan dengan
pemilihan objek, media, jangkauan publikasi, dan lain-lain diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :

1)

2)

Untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ruang lingkup
kegiatan bersifat nasional;

Untuk Unit Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ruang lingkup
kegiatan bersifat regional dan diupayakan agar mampu menjangkau seluruh
wilayah kerjanya.



b.

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1)

2)

4)

5)

Unit Eselon Il yang akan melaksanakan kegiatan kehumasan dan penyuluhan,
wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai :

a) paling lambat tanggal 31 Januari untuk kegiatan kehumasan dan
penyuluhan sepanjang tahun anggaran berjalan yang sifatnya rutin
dan/atau dapat dijadwalkan pelaksanaannya; atau

b) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang
sifatnya tidak terjadwal (insidental).

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana pelaksanaan kegiatan
sebagaimana tersebut pada angka 1), Unit Eselon Il terkait waijib
menyampaikan perubahan dimaksud kepada Direktorat Penerimaan dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai pada kesempatan pertama.

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai bersama-sama
dengan Unit Eselon Il terkait membahas dan merumuskan teknik, metode,
dan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal diperlukan dapat dibentuk tim yang beranggotakan pejabat/
pegawai Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan
pejabat/pegawai Unit Eselon Il terkait dalam persiapan dan pelaksanaan
kegiatan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dengan melibatkan
dan/atau mengambil tempat di unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
melakukan koordinasi dengan unit instansi vertikal terkait dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan penyuluhan oleh Kantor Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

1)

3)

4)

Unit Instansi Vertikal yang akan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
penyuluhan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai :

a) paling lambat tanggal 31 Januari untuk kegiatan kehumasan dan
penyuluhan sepanjang tahun anggaran berjalan yang sifatnya rutin
dan/atau dapat dijadwalkan pelaksanaannya; atau

b) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang
sifatnya tidak terjadwal (insidental).

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana pelaksanaan kegiatan

sebagaimana tersebut pada angka 1), Unit Instansi Vertikal terkait wajib

menyampaikan perubahan dimaksud kepada Direktorat Penerimaan dan

Peraturan Kepabeanan dan Cukai pada kesempatan pertama.

Dalam hal diperlukan, Unit Instansi Vertikal terkait dapat meminta narasumber
dan/atau materi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kepada
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau unit instansi vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di atasnya.

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dapat
memberikan masukan terkait rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada angka 1). Masukan tersebut dapat mengenai jadwal, bentuk
kegiatan, materi, dan hal-hal lainnya yang dirasa perlu.



5. Mekanisme dan Format Pelaporan Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan

a. Rencana pelaksanaan kegiatan kehumasan dan penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 huruf b angka 1) dan angka 4 huruf ¢ angka 1)
disampaikan dengan menggunakan format sesuai Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

b. Unit Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyelenggarakan
kegiatan kehumasan dan penyuluhan wajib menyampaikan Laporan Bulanan
Kegiatan Kehumasan dan Penyuluhan dengan menggunakan format sesuai
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, paling
lambat tanggal 5 setiap bulannya.

c. Dalam hal tidak terdapat kegiatan kehumasan dan penyuluhan pada periode
pelaporan, Unit Instansi Vertikal yang bersangkutan tidak perlu menyampaikan
Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

d. Rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Direktur
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk hardcopy
dengan terlebih dahulu mengirimkan softcopy rencana kegiatan dan/atau laporan
dimaksud melalui alamat email humaskpdibc@customs.go.id dan/atau
humaskpdjbc@gmail.com.

e. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai u.b. Kepala
Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan wajib membuat dan
mengelola pencatatan mengenai kegiatan kehumasan dan penyuluhan baik
secara manual ataupun komputerisasi secara tertib.

F. Penutup

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 tidak berlaku untuk
kegiatan kehumasan yang berupa pemberian informasi kepabeanan dan cukai melalui
media massa yang jangka waktunya diatur melalui Surat Edaran tersendiri.

2. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka hal-hal yang diatur di dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-38/BC/2010 tentang Komunikasi
dan Publikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang telah diatur
di dalam Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku.

3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2013

R JENDERAL,

[ 3354
J 5
/

. AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001
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